PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :30¢ 383/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 900/51/2022
TANGGAL 8 FEBRUARI 2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UNTUK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

Menimbang . a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati
Kendal Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati
Kendal Nomor : 900/51/2022 tanggal 8 Februari
2022 tentang Pemberian Insentif Kepada Instansi
Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah Untuk Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tahun Anggaran 2022 dipandang sudah tidak sesuai
dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan
perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati = tentang Perubahan  atas
Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/51/2022 .
tanggal 8 Februari 2022 tentang Pemberian Insentif
Kepada Instansi Pelaksana Pemungutan  Pajak
Daerah Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
. Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

“



Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)
dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516) ;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah [stimewa
Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No.
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 182);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 15 Seri E No.
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 79);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 219);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
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2017 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal
Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2022 Nomor 29);

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51);

16. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/51/2022
tanggal 8 Februari 2022 tentang Pemberian Insentif
Kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak
Daerah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor :
900/51/2022 tanggal 8 Pebruari 2022 tentang
Pemberian  Insentif kepada  Instansi  Pelaksana
Pemungutan Pajak Daerah Untuk Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran
2022, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal & ToUC mbCr goR2
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SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepadé Ytho: =+
Inspektur Kabupaten Kendal, oS
Kepala Bapenda Kabupaten Kendal;

. Yang bersangkutan;

. Arsip.
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LAMPIRAN :

KENDAL

NOMOR

TANGGAL

KEPUTUSAN BUPATI

RINCIAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA INSTANSI PELAKSANA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UNTUK PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NO. JABATAN DALAM DINAS BESARAN KETERANGAN

INSENTIF (%)

Bupati Kendal 0,4

Wakil Bupati Kendal 0,3

Pejabat dan Pegawai pada Badan 4,275

Pendapatan Daerah Kabupaten

Kendal selaku Instansi Pelaksana

Pemungut Pajak

4 | Pemungut Pajak Bumi dan 0025

Bangunan pada Tingkat

Desa/Kelurahan dan Kecamatan,

Kepala Desa/Lurah dan Camat,

dan tenaga lainnya yang

ditugaskan oleh instansi

Pelaksana Pemungut Pajak
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